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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kinerja APBD 

pada BKAPD Kabupaten Sumba Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil dari analisis kinerja anggaran pendapatan daerah dengan realisasinya 

pada BKAPD tahun anggaran 2015–2017 dapat dikatakan bahwa 

pengelolaan pendapatan pada BKAPD telah sangat efektif. Hal ini dapat 

terlihat pada hasil persentase kemandirian keuangan daerah untuk tahun 

2015-2017 yaitu 178%, 215% dan 100%. Efektifitas PAD berada pada 

tingkat sangat efektif yaitu 112%, 116% dan 112%. 

2. Hasil dari analisis kinerja anggaran belanja daerah dengan realisasinya 

pada BKAPD tahun 2015-2017 untuk keserasian belanja berada pada 

tingkatan sangat baik yaitu 91%, 85% dan 88% 

3. Efisiensi belanja pada BKAPD untuk tahun 2015 berada pada tingkatan 

cukup efisien yaitu 85%, dan 2016 berada pada tingkatan efisien yaitu 

78%. Pada tahun 2017 tingkatan efisiensi belanja pada BKAPD berada 

pada tingkatan kurang efisien yaitu 98%. 

5.2. Saran 

Setelah mengetahui kesimpulan dari hasil terhadap kinerja realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015–2017 pada
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BKAPD Kabupaten Sumba Barat, dapat disampaikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah sebaiknya BKAPD 

lebih meningkatkan pendapatan agar pada tahun selanjutnya BKAPD 

dapat mempertahankan keefektifan pengelolaan pendapatan. 

2. Dalam perekapan pelaporan sebaiknya BKAPD lebih cepat dalam 

melakukan perekapan laporan APBD agar mempermudah perhitungan 

rasio dan penentuan anggaran untuk tahun selanjutnya.  

3. Dalam pengelolaan belanja sebaiknya BKAPD lebih melakukan 

penghematan agar tingkat efisiensi belanja lebih rendah dan tidak terjadi 

pemborosan. 

4. Untuk meningkatkan PAD yang merupakan sumber penerimaan terbesar 

BKAPD dapat melakukan beberapa cara seperti : 

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD 

Dalam lima tahun mendatang, kemampuan keuangan Daerah 

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia akan ditingkatkan dengan 

mengandalkan pada Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan 

retribusi dan Pajak Daerah. Namun demikian, kekuatan pembaharuan yang 

diajukan sebagai strategi barunya adalah pada aksentuasi manajemen 

pengelolaan dan audit kinerjanya. 

b. Pengembangan Kerjasama dalam Menggali PAD 

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemampuan 

pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah, 
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akan dikembangkan strategi baru yang tidak semata berorientasi pada 

intensifikasi maupun ekstensifikasi retribusi dan Pajak Daerah. 
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